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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  

NOMOR :  65 TAHUN 2017      

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 

TAHUN 2017 
 
 

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN, 
 
 

 Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perlu 

menetapkan indikator kinerja utama;  

b.  bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan 

Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  

     

 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);  

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587); 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4641);  

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA



 

 

4.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

5.  
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara  Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 

   

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

ini;  

 

KEDUA 

 

 

 

KETIGA 

 

: 

 

 

 

 

: 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU 

merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, 

rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, 

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi 

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabia 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bontang 
Pada Tanggal     Januari 2017 

Kepala Dinas, 

 

 

Ir. Abdul Rifai, MT 
NIP. 196304171986031022 

 



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Nomor : 65 Tahun 2017 

Tentang : Penetapan indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 

 

1.  Nama Unit Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

2. Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi 

  Kewenangan daerah  
 
3.  Fungsi :  1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya 
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai  dengan lingkup tugasnya 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

 
 

 

 

 

 

 

No. Sasaran / 
Kinerja Utama 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Penjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber 
Data 

1. Rumah layak huni 
yang tertangani 

jumlah 
rumah tidak 
layak huni 
yang 
tertangani 

Jumlah rumah tidak layak huni 
-------------------------------------------x100% 
Jumlah rumah di Kota Bontang 

Bidang 
Perkim dan 
Prasarana 
sarana 
utilitas 
umum 

2. 
 

Berkurangnya 
Luas Kawasan 
kumuh Persentase Luas Kawasan kumuh 

Persentase 
Luas 
Kawasan 
kumuh  Persentase Luas Kawasan kumuh 

Sisa Luas Kawasan Kumuh 
-------------------------------------X 100% 
Luas Kawasan Kumuh Kota 

Bidang 
Perkim dan 
Prasarana 
sarana 
utilitas 
umum 

3. Meningkatnya 
kualitas RTH  

Persentase 
capaian RTH 
di Kota 
Bontang 

Luas Capaian RTH 
----------------------------------------------x 100% 
Luas wilayah Kota Bontang 

Bidang 
pertamanan 
dan 
Keamanan 

4. Meningkatnya 
akses 
Penerangan 
Jalan Umum 
(PJU) 

Persentaase 
Fasilitas PJU 

Panjang Jalan Kota yang telah terpasang PJU 
---------------------------------------------------------------x100% 
Panjang Jalan Kota Bontang 

Bidang 
pertamanan 
dan 
Keamanan 

Kepala Dinas, 

 

 

 

Ir. Abdul Rifai, MT 
NIP. 196304171986031022 

 

 

Ditetapkan di Bontang 
Pada Tanggal     Januari 2017 

Kepala Dinas, 

 

 
 

Ir. Abdul Rifai, MT 
NIP. 196304171986031022 

 


